ABSTRAK

Ervika Delania, NIM 126102212142, “Penetapan Minimal Penghasilan Suami
Sebagai Izin Poligamilsla(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten
Tulungagung Tahun 2003)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025.
Pembimbing: Nuril Farida Maratus, M.H.I.

Kata Kunci: Poligami, Penghasilan Suami, Pengadilan Agama

Kemampuan ekonomi merupakan syarat utama Poligami sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, besaran
penghasilan suami menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan,
meskipun dinilai secara kontekstual dan fleksibel oleh hakim tanpa patokan
nominal baku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
pertimbangan hakim dalam menetapkan penghasilan suami serta mengkaji
penetapan hakim terkait syarat penghasilan suami berdasarkan pendekatan hukum
progresif di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana pertimbangan
hakim dalam menetapkan batas penghasilan suami sebagai syarat berpoligami di
Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung; dan 2) bagaimana penetapan hakim
terhadap penghasilan suami sebagai syarat poligami ditinjau dari perspektif
hukum progresif.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi lima putusan
perkara poligami tahun 2023 serta wawancara dengan para hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Tulungagung. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam peraturan perundang-
undangan tidak memberikan angka pasti terkait batas minimal penghasilan, hakim
tetap menjadikan aspek ini sebagai pertimbangan penting. Penetapan batas
penghasilan suami dalam izin poligami dinilai dari stabilitas penghasilan,
tanggung jawab nafkah, jumlah tanggungan, serta bukti pendukung seperti aset
dan usaha yang dimiliki pemohon. Penilaian ini dilakukan secara kontekstual
sesuai kondisi masing-masing kasus. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 Kompilasi Hukum
Islam. 2)Penetapan yang dilakukan oleh hakim dalam perkara poligami tidak
sekadar berpedoman pada bunyi pasal secara normatif. Di balik setiap putusan,
terdapat pertimbangan yang mencerminkan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan
substantif. Dengan cara pandang tersebut, hakim tidak hanya menegakkan hukum,
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tetapi juga merespons dinamika masyarakat melalui tafsir yang lebih manusiawi,
sebagaimana yang menjadi semangat dalam pendekatan hukum progresif.
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Economic capability is one of the primary requirements as stated in Law
Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. In practice at the
Religious Court of Tulungagung Regency, the amount of the husband's income
becomes an important consideration in judicial decisions. However, this is
assessed contextually and flexibly by judges, without reference to a fixed nominal
standard. The purpose of this study is to analyze the judge’s considerations in
determining the husband’s income and to examine the judge’s determination
related to the income requirement from the perspective of progressive legal
theory.

The research problem formulation is: 1) How do judges consider the
income threshold of a husband as a requirement for polygamy in the Religious
Court of Tulungagung? And 2) How is the judge’s determination of the husband’s
income requirement viewed from a progressive legal perspective?.

This research employed a qualitative method with a normative juridical
approach. Data collection involved documentation of five polygamy case
decisions in 2023 and interviews with judges at the Tulungagung Regency
Religious Court. Data analysis involved data reduction, data presentation, and
conclusion drawing.

The findings show that: (1) Although the legislation does not stipulate a
fixed amount of income, judges still consider it a crucial aspect. The income
threshold is assessed based on income stability, responsibility in providing for
dependents, number of dependents, and supporting evidence such as assets and
business ownership. This assessment is contextual and adapted to the
circumstances of each case. This aligns with Article 4 and 5 of Law Number 1 of
1974 and Article 55 of the Compilation of Islamic Law. (2) The judge’s decisions
are not solely based on the literal text of legal provisions. Behind each verdict lies
a consideration aligned with the values of substantive justice. Judges do not
perceive law as a rigid text but as an instrument that must be responsive to social
realities and the concrete conditions of the applicants. This perspective reflects the

XXV



essence of progressive law, where law serves society through a humane and
adaptive interpretation.
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